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ABSTRAK

CATATAN

: - Bahwa badan-badan internasional yang diusulkan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea

masuk serta telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk sesuai
ketentuan di bidang kepabeanan meliputi Colombo Plan Australia, Colombo Plan Inggris,
Colombo Plan India, Colombo Plan Jepang, Kerjasama Teknik Jerman-Republik Indonesia,
Colombo Plan Canada, IPECC (Pakistan-Republik Indonesia, Colombo Plan New Zealand,
PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc), FPP International (Foster Parents Plan Int.),
FADO (Flemmish Organization for Assistance on Development), AWB (Asian Wetland Bureau),
dan CCF (Christian Childrens’s Fund), serta usulan penambahan badan internasional baru yaitu
JETRO (Japan External Trade Organization) dan CWS (Church World Services).

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU
17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No0.93, TLN No.4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76,
TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN
No.4755), Keppres Rl 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu RI 89/KMK.04/2002 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 13/PMK.04/2009.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara
Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan
Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009, sehingga
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2010.

- Lampiran halaman 1.



